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ABSTRAK

) Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Kedudukan
Zawi] Arham sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi
Analisis Atas Putusan PA Bangil No. 378/ Pdt.G/ 2006/ PA Bgl)”. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tentang hak waris bagi zawi/ arham serta bagiannya.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan teks dan kajian teks (feks
reading), wawancara serta observasi dan sclanjutnya di analisis dengan metode
deskriptif verifikatif kemudian dalam pembahasannya menggunakan teknik induktif.

Dalam penelitian, ditemukan bahwa putusan PA. Bangil No. 378/ Pdt.G/
2006/PA.Bgl memutuskan perkara damai dengan mengabulkan gugatan penggugat
dan pembagian yang berasaskan perdamaian tersebut terjadi tidak sesuai dengan
ketentuan ajaran hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim memutuskan
perkara demi tidak memperhatikan atau mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain
yang masih berhak atas harta waris tersebut, serta pembagian yang terjadi tidak
sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila anak yang sudah meninggal dihitung
pembagiannya, seharusnya 2 anak perempuan atau lebih mendapatkan 2/3 bagian
dari harta. Dan ahli waris zawil arham bisa mendapatkan harta waris apabila sudah
tidak ada lagi aghabul/ furud dan asabah dan zawi/ arham bisa mendapatkan apabila
bersama salah seorang suami atau istri.

Dan diharapkan kepada para hakim untuk memperhatikan dengan seksama
bagian ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan agar tidak terjadi
ketimpangan antara putusan hakim dengan hukum Islam.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur scgala scsuatu
yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan
seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan
Islam disebut juga hukum fardid karena adanya bagian-bagian tertentu bagi orang
tertentu dalam keadaan tertentu.'

Untuk menghindarkan hal itu dari kehancuran, maka diperlukan suatu
perangkat hukum yang mengatur terhadap proses peralihan harta itu dari suatu
tangan ketangan yang lain diantaranya adalah hukum waris.

Mengenai ilmu yang membahas tentang kewarisan disebut faraid yaitu

jamak dari faridah, farigsh diambil dari kata fard yang artinya takdir (Ketentuan
Allah SWT berfirman: ¢ sl _awab, artinya separoh dari apa yang kami

tentukan. fard dalam istilah syara’adalah bagian yang telah ditentukan bagi shli

waris.?
Hukum kewarisan Islam pada dasamya berlaku untuk umat Islam dimana

saja di dunia ini. Sungguhpun demikisn, corak dari suatu negara Islam dan

! Mubamuod Daud A dar Habbak Deud, Lembaga-Lemdvga Istame 2% Indonesia, h. 101
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, h. 235



kehidupan masyarakat di dacrah tertentu memberi pengaruh atas hukum
kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat
melampui garis pokok-pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam terscbut.
Namnm, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad
atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.

Hukum kewarisan Islam juga mengandung asas-asas yang di antaranya
terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia. Namun, karena
sifatnya yang sui generis (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam
mempunyai corak sendiri, ia merupakan bagian dari agama Islam dan
pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah seorang muslim.?

Di antara salah satu asas hukum kewarisan Islam tersebut adalah asas
keadilan berimbang yang mengandung arti bahwa senantiasa terdapat
keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang
dengan kewajiban, antara hak yang diperoleh sescorang dengan kewajiban, antara
hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
Laki-laki dan perempusn misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan
kewajiban yang diembannya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga,
dan masyarakat dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima
oleh masing-masing ahli waris dan pewaris pada hakekatnya pelanjutan tanggung

jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh

3 Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga....., h. 101



masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab
masing-masing keluarga.*

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat berancka sistem hukum kewarisan
yang berlaku bagi warganya di antaranya adalah sistem hukum kewarisan Islam,
yang juga terdiri dari ajaran, seperti ajaran kewarisan ah/ul sunnah wal jama’ah,
ajaran syi’ah, ajaran Hazairin. Sedangkan, mazhab yang paling dominan dianut di
Indonesia adalah ajaran ah/u/ sumnah wal jama’sh (mazhsb Syafi’i, Hanafi,
Hambali dan Maliki) tetapi yang paling dominan pula di antara ajaran 4 (empat)
mazhab tersebut di Indonesia dianut Syafi’i.

Hukum kewarisan itu sangat crat kaitannya dengan ruang lingkup
kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa
yang sangat penting dalam hidupnya. Jika ada peristiwa hukum, yaitu
mcninggglnya sescorang yang akibatnya keluarga dekatnya kehilangan seseorang
yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan akibat hukum yaitu
tentang bagaimana tentang kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang
yang telah meninggal dunia tersebut. Maka timbullah masalah kewarisan yakni
masalah harta benda (kekayaan) dari orang-orang yang meninggal dunia dengan
orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris) siapa yang berhak menerima, individu
atau badan-badan hukum secara kolektif, bagaimana bila ahli waris lebih dari

seorang, hal-hal demikian menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur,

4 Ibid, h. 103



tentang siapa-siapa dan badan hukum apa yang berhak menerima warisan,
bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan-aturan dan cara-cara
pengurusan tersebut menimbulkan hukum kewarisan.

Hukum kc@arisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum yang terdapat
dalam Al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW

seperti dalam surat Al-Anfal Ayat: 75.
v oA ® 3 . . w08 0. A
il g S O Wﬁ&)tmfbvuu',s,
Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai pertalian hubungan darsh itu, satu

sama lain lebih berhsk (waris-mewaris) menurut kitab Allah,
sesunggubnya Allsh maha mengetahui segala sesuatu”™®

Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris dan ahli waris pengganti atau
mawali yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian
warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.®

Berakar masalah dari perbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab figih
pedoman pegangan dan rujukan hakim Pengadilan Agama itu menimbulkan
ketidak pastian hukum yang pada akhirnya menimbulkan sikap sinis masyarakat,
baik terhadap Pengadilan Agama, para hakimnya maupun hukum Islam yang
dipergunakannya, sebab biasanya dalam setiap masalah selalu ditentukan lebih
dari satu pendapat, lalu wajar orang bertanya hukum Islam yang mana, hal ini

adalah satu kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari bahwa perbedaan

3 Departemen Agama R, a/-Qur ‘an dan Terjemahnya, h. 274
¢ Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 80



pendapat adalah rahmat, tetapi yang ditentukan disini adalah bahwa untuk
diberlakukan di Pengadilan agama peraturan harus jelas dan sama bagi semua
orang, yakni harus ada kepastian hukum.,’

Di dalam pasal 155 KHI tentang ahli waris pengganti, memang merupakan
suatu terobosan dalam pelaksanaannya. Namun, untuk menerapkan pasal tersebut
masih ada perbedaan pendapat di antara para hakim Pengadilan Agama. Perbedaan
pendapat tersebut terjadinya karena terdapat penafsiran-penafsiran akan batasan
pasal untuk dapat diterapkan oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan kasus-kasus kewarisan yang di dalamnya terkait dengan
masalah-masalah waris pengganti.

Di dalem hukum kewarisan Islam ahli waris pengganti dapat diposisikan
atau digantikan oleh cucu dari anak laki-laki itupun jika tidak ada anak laki-laki
yang berhak faraid. Akan tetapi, dalam permasalahannya ahli waris pengganti
tersebut adalah cucu dari anak perempuan yang kedudukannya termasuk golongan
7awil arham dan zawil arham berhak menerima faraid apabila aghabul furid dan
asabah tidak ada sama sekali. Dalam permasalahannya ahli waris pengganti yang
diduduki oleh zawil arhamtersebut mendapatkan bagian seperti ashabul furudyang
digantikannya dan bagaimana tinjavan hukum Islam tethadap masalah tersebut.

Adapun permasalahan yang timbul adalah bagaimana pertimbangan hukum

bagi PA. Bangil menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang

7 Ahmad Rofiq, Huwkarn Islam Di Indonesia, h. 43



telah meninggal lebih dulu dari pewaris? Permasalahan kedua adalah Bagaimana
pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menctapkan bagian anak yang meninggal
lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian 1/2 ? Permasalahan ketiga
sejaumana pembagian warisan dalam putusan PA. Bangil No. 378/PDT. G/2006/
PA. Bgl dalam tinjauan hukum Islam ? Untuk mendapatkan jawaban dari
permasalahan tersebut, maka akan diadakan penelitian di Pengadilan Agama
Bangil dengan judul: KEDUDUKAN ZA WIL ARHAM SEBAGAI AHLI WARIS
PENGGANTI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. (Studi Analisis atas

Putusan PA. Bangil No. 378/Pdt. G/2006/ PA. Bgl).

B. Rumusan Masalah
Dengan mendasarkan pada paparan yang telah tertuang dalam latar
belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah scbagai
berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum bagi PA. Bangil dalam menetapkan cucu
sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal lebih dulu dari
pewaris ?

2. Bagaiamana pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan bagian anak
yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian 1/2?

3. Sejauh mana pembagian warisan dalam putusan PA. Bangil No. 378/Pdt.

G/2006 dalam tinjauan hukum Islam ?



C. Kajian Pustaka
Pembahasan tentang ahli waris pengganti, scbenarnya banyak yang
membahas. Namun, dalam pembahasan skripsi ini mempunyai sudut pandang
yang berbeda, yaitu Kedudukan Zaswi/ Arg}im Sebagai Ahli Waris Pengganti

Dalam Tinjavan Hukum Islam. Dalam hal ini penclitian tentang pembahasan

tersebut Adilaksanakan dengan menganalisis perkara kedudukan zawil arham

scbagai ahli waris pengganti yang diteliti di Pengadilan Agama Bangil.

Sedangkan Skripsi yang pemah diteliti yang kaitannya dengan masalah ini adalah:

1. “Studi analisis hukum Islam terhadap penyelesaian Ahli waris pengganti di
Pengadilan Agama Pasuruan”. Oleh Rizkiyah Hasanah Jurusan Qada Fakultas
Syari’ah.

2. “Pencrapan pasal 185 Komplikasi Hukum Islam tentang Ahli waris pengganti
(Studi Analisis di Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Putusan Perkara
No. 1096/pdt. G/2002/PA. Lmg)”. Oleh Muhammad Rustam Effendi Jurusan
Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah.

3. “Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis
Pasal 185 (1) KHI)”, oleh Yusuf Masruri Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas Syari’ah.

4. “Perscpsi Masyarakat Islam Bali Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 185
(1) Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Masyarakat Desa Kampung

Gelgel)”. Oleh M. Yusup Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah.



5. “Relevansi Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Ayat (1)”. Oleh Mutimmatul Faidah,
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah. .

Dengan demikian skripsi yang membahas tentang kedudukan zawil arfam
scbagai ahli waris pengganti dalam tinjauan Hukum Islam dengan menganalisis

perkara waris pengganti di Pengadilan Agama Bangil belum ada yang membahas,

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang di atas, maka peneliti skripsi ini
bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi PA. Bangil
menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang telah
meninggal lebih dulu dari pewaris.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Pengadilan
Agama Bangil menetapkan bagian anak yang meninggal lebih dulu dari pewaris
dengan mendapatkan bagian Y.

3. Untuk mengetahui sejauh mana pembagian warisan dalam putusan PA. Bangil
No. 378/Pdt.G/2006 dalam tinjauan Hukum Islam.



E. Kegunaan Hasil Penclitian
Penclitian ini diharapkan berguna dan bermanfast sekurang-kurangnya
dapat difungsikan dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan yaitu
untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum
kekeluargaan khususnya hukum waris Islam.

2. Aspek Praktis, Hasil penclitian ini dihadapkan dapat dijadikan bahan dan
pedoman bagi para masyarakat khususnya para tokoh agama dan ulama dalam
rangka program pembinaan serta pemantapan kehidupan beragama khususnya
waris sesuai dengan ajaran Islam, serta sebagai motivator bagi penulis secara
pribadi untuk lebih giat dalam mengembangkan keilmuan dan lebih berkarya

khususnya di bidang hukum.

F. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahan
dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk
dijelaskan maksud dari judul di atas:
1. Zawil Arham : Mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian
tertentu dalam al-qur'an dan sunnah, serta bukan

termasuk asabah atau setiap kerabat yang mempunyai
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hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal
dan tidsk mewarisi ashabul firud dan asabah”

2. Ahli waris pengganti : Ahli waris yang menggantikan sescorang untuk
memperoleh bagian warisan yang tadinya' akan
diperoleh oleh orang yang digantikan itu.’

3. Hukum Islam : sesuai dengan al-Qur’an dan hadis (wujudnya berupa

kitab figih) dan pendapat para ulama’.

G. Metode Penelitian
1. Dsta yang akan dihimpun
Terkait dengan rumusan masalah yang ada, maka dibutuhkan data

sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan cucu sebagai ahli waris
pengganti dari ibunya yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.

b. Pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan bagian ansk yang
meninggal lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian 1/2.

2. Sumber Data
Sumber data dalam penulisan skripsi ini meliputi:

8 Dian Choirnl Umam, Fikék Mawariés, h. 98
9 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan..., h. 80
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a. Sumber data primer adalsh putusan Pengadilan Agama Bangil, para
hakim, panitera atau panitera pengganti yang terkait dengan perkara waris
yang diteliti.
b, Sumber data sekunder adalah berupa buka-bukuyang berhubungan dengan
permasalahan ini diantaranya:
1) M. Daud Ali dan Habibah Daud, Lembags-Lembsga Islam Di
Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
2) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, al-Ma’arif, Bandung, 1988
3) Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 1995
4) Ahmad Rofiq, Hukum Waris Islam Di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2000
5) Dian Choirul Umam, Figh Mawaris, Pustaka Setia, Bandung, 1999
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui:
a. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Dengan metode ini dimaksudkan untuk menggali data literatur dan
putusan dari Pengadilan Agama Bangil yang dapat dijadikan landasan

teori terhadap permasalahan yang akan dibahas.
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b. Interview
Dengan menggunakan pendapat para hakim, panitera atau panitera
pengganti yang terkait dengan perkara waris yang diteliti.
4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik

yang dipergunakan adalah deskriptif verifikatifyakni memaparkan dengan pola
pikir induktif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang bersifat khusus
tentang putusan dan aturan hukumnya. Kemudian mengemukakan kenyataan
yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya pemberian bagian ahli
waris zawil arham sebagai ahli waris pengganti dalam perkara No.
378/Pdt.G/2006.PA.Bgl yang kemudian di analisa menggunakan teori-teori
tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ada atau

tidaknya persesuaian putusan Pengadilan Agama Bangil dengan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan
Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan
penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari

uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
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penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang tinjauan umum tentang waris dalam Islam
yang terdiri dari pengertian kewarisan, asas-asas hukum kewarisan Islam, sumber
hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun hukum kewarisan Islam, sebab-sebab
dan halangan untuk menerima warisan, ahli waris dan bagian masing-masing dan
ahli waris zawi/ arham dan ahli waris pengganti.

Bab ketiga, memuat hasil penelitian di Pengadilan Agama Bangil, terdiri
dari pertimbangan hukum bagi PA. Bangil yang menetapkan cucu sebagai ahli
waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Dan
pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menctapkan bagian anak yang telah
meninggal lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian 2.

Bab keempat, memuat analisis terhadap terdiri dari analisis terhadap
pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan cucu sebagai ahli waris
pengganti ibunya yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris dan analisis
terhadap pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan bagian anak yang telah
meninggal lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian-bagian dan analisis
tentang sejauh mana pembagian warisan dalam putusan PA. Bangil No. 378/pdt.
G/2006 dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan

dan saran-saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis
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terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab scbelumnya, dan
merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran adalah
harapan penulis setelah sclesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini bisa

dikatakan sebagai tindak lanjut setelah selesai diadakan penelitian.



BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Kata a/-Faraid |23V | bentuk jamak dari kata tunggal faridah yang

mengandung arti mafrudah 116}343 yaitu suatu bagian yang ditetapkan secara

jelas. Diartikan demikian, karena ketentuan di dalam al-Qur’an lebih banyak
bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan.'

Sedangkan kata waris berasal dari bahasa Arab yang mempunyai bentuk
masdar al-irs dan al-miras. Al-Miras bermakna dasar perpindahan harta milik,
berangkat dari makna dasar itu, maka dari segi makna bahasa yang lebih luas
adalah berpindahannya scsuatu dari sescorang kepada orang lain, atau dari suatu
kaum kepada kaum lain, sesuatu itu bersifat umum bisa berupa harta, ilmu,
keluhan serta kemulyaan.?

Pengertian miras menurut istilah ialah pindahnya hak milik orang yang
meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta bergerak

atau tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’’

! Fatchur Rahmas, Zmu Waris, b. 31 .
2 As-Sobuni, Hakum Waris Menzrat Al-Qar'an dan Hadis, b. 39
3 Muhammad Ali As-Sobuni, Pembagian Waris Menurut Islam, h. 33

15
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Hukum kewarisan Islam disuatu hukum yang mengatur tentang peralihan
harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup,
baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima
harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, maupun secara penyelesaian
pembagian harta peninggalan.*

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kewarisan adalah proses
pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta

pusaka melalui tata cara yang telah di tentukan oleh syara’.

. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
Sebagai salah satu hukum yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis,
maka hukum kewarisan Islam mempunyai berapa asas antara lain:
1. Asas Ijbari
Secara etimologi kata “jjbari’ mengandung arti “paksaan” (compul
sory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal waris
berarti terjadinya peralihan harta sesecorang yang telah meninggal dunia
kepada yang masih hidup dengan sendirinya maksudnya tanpa ada perbuatan
hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa
hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan

tersebut.’

4 Suparman Usman dan Y usuf Somawinata, Figil Mawaris Hukum Kewarisan Islam, h, 15
5 Subrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, h. 36
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Dengan kata lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis
hartanya beralih kepada warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya,
suka menerima atau tidak.

Asas Jijbariini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

a. Segi peralihan harta
b. Segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-
Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 yang menjelaskan bahwa: “Bagi scorang laki-
laki maupun perempuan ada “nasib” dari harta peninggalan orang tua dan
karibnya atau kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti

saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan Bilatcral dalam hukum kewarisan adalah
bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis keturunan,
yaitu dari garis kcturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas Bilateral ini secara tegas dapat dipahami dalam ketentuan al-
Qur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 7:

22330 O 43 Con Ll S 0,053 S B a Ll S
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (puls) dari
harta peninggalan ibu-bapak dan kersbatnya.....°

6 Departemen Agama Rl, ALQur’an d2n Terjemahays, h. 116
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Serta dalam surat An-Nisa’ 11, 12, 176 antara lain di dalamnya
dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak
ayahnya dan demikian juga pihak ibunya. Begitu pula perempuan berhak

mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah bahwa setiap ahli waris (secara
individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli
waris yang lain scbagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang
dijumpai di dalam ketentuan hukum waris adat.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-
Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-
masing (ahli waris secara individu) telah ditentukan.

. Asas Keadilan Berimbang,.

Asas keadilan berimbang ini maksdunya adalah keseimbangan antara
hak dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
Dengan kata lain bahwa faktor jenis kelamin menentukan dalam hak
kewarisan, baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi ahli waris. Dasar
hukum asas ini antara lain surat An-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176.

Mengenai jumlah bagian laki-laki 2 kali jumlah bagian perempuan
sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa’ ayat 11 dan 176, menurut

sebagian besar mufassirin bahwa ayat tersebut membatalkan kebiasaan orang
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Arab yang tidak memberikan bagian waris kepada ahli waris wanita. Hal ini
menurut Munawir Sadzali berarti secara sadar Islam hendak meningkatkan
hak dan derajat wanita. Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat
tersebut adalah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajad
wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Kemudian karena
kehidupan modern telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada
wanita dibanding masa lalu sehingga wanita kini juga dapat memberikan
pesan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau
hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan.
5. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta
waris hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain
harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih

hidup.’

C. Sumber Hukum Kewarisan Islam
Sumber hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum
dalam Al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad
SAW dalam hadisnya, diantaranya ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW

yang secara langsung mengat ur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

7 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris...,h. 36
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1. Ayat-ayat Al-Qur’an

a. Surat An-Nisa’ : 7

0 41 AW N 335 n Ll L) O 5273915 DI B35 s Ll S B

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnys, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kembatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan®

b. Surat An-Nisa’ : 33

) . s . o R . ..
24,56 S e 5l Sy o 35 G e i 38

’ s -

iw;w‘)f‘slpolfdﬁolrg—«m

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan
ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.
dan (jika ada) orang-orang yang kamu teclah bersumpah setia
dengan mereka, Maka berilah kepada memka bahagiannya.
Sesungguhnya Allsh menyaksikan segala sesuatu’

2. Hadis Nabi SAW
Hadis Nabi dari Ibnu Abbas r.a menurut riwayat Al-Bukhori dalam
sahih Al-Bukhori pada Bab Faraid

o o0 - 0or o - ors S o .

BB s QD Ry Ay v e B sl i &g

s s -

;:J»,g,{bfsﬁu,{;uf@ﬁb i,ass,mls :J6 rfg.‘nupu.u

§ Departemen AgamaRl, A/-Qur'andsn...,h. 116
® Ibidh. 122
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Artinya: ” Umayya bin Busthom menceritakan kepada kami, Yazid bin Zura’i
menceritakan kepada kami, dari Rouh dari Abdillah bin Thomas,
dari ayahnya dari ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda: “berikanlah
faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada orang-
orang yang berhak selebihnya berikanlah untuk lai-laki dari
ketentuan laki-laki yang terdekat.”"°

D. Syarat dan Rukun Pembagian Waris
Untuk terjadinya suatu kewarisan memerlukan syarat-syarat scbagai
berikut:
1. Orang yang mewariskan sudah meninggal (pewaris).
2. Orang yang menerima warisan masih hidup (ahli waris), pada saat kematian
pewaris.
3. Tidak adanya penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Disamping

syarat kewarisan juga diperlukan adanya tiga rukun sebagai berikut:

a. Maurus (& 3,9#), yaitu: harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

yang akan dibagi-bagikan kepada ahi waris, setelah diambil untuk biaya-

biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

b. Muwaris (& ,19#), yaitu: orang yang meninggal dunia, baik karena mati

hakiki maupun hukmy (6‘§>). Mati hukmy adalah suatu kematian yang

' Bukhori, Sahih Bukhari, h. 167



22

dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, meskipun

sesungguhnya ia belum mati sejati.

c. Waris (&) ), yaitu: ahli waris yang akan menerima pembagian warisan,

seperti karena ada hubungan perkawinan dan hubungan darah"

E. Sebab-Sebab Menerima Warisan
Dalam hukum waris Islam, sebab-sebab menerima waris ada tiga, yaitu:
1. Hubungan Kekerabatan (A/-Qarabat)

Dalam ketentuan hukum waris Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi
secbab mewaris adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam
datang memperbaharui dan merevisinya, laki-laki dan perempuan termasuk di
dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungan diberikan
hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan memperbolehkannya.

2. Hubungan Perkawinan.

Hubungan perkawinan yang menyebabkan adanya hubungan saling
mewarisi mempunyai dua syarat, yaitu:

a. Perkawinan itu sah menurut syari’at Islam, artinya syarat rukunnya
terpenuhi.
b. Perkawinan itu masih terjalin, baik dalam kenyataan maupun yang

dimaksud dalam kenyataan ialah abhwa perkawinan itu benar-benar

"' M. Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, h. 12-15
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masih terjalin, belum terjadi perceraian. Sedang yang dimaksud menurut
hukum, bahwa meskipun suami isteri sudah bercerai (falak raj’i) tetapi
isteri masih daaln masa iddah, dalam hal ini isteri masih ahli waris.
3. Hubungan Karena Sebab Wa/a’
Al-Wala’ yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan
hamba sahaya (wala’ al-’ataqah) atau melalui perjanjian tolong menolong

(wala’ *al-muwalah)."*

F. Halangan Untuk Menerima Warisan
Halangan untuk menerima warisan (mawani al-iz:é'l) adalah hal-hal yang
menyebabkan gugurnya hak ahi waris untuk menerima warisan dari harta
peninggalan al-muwaris."
Mengenai penghalang yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat
warisan itu, ada beberapa sebab sebagai berikut:
1. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang dibunuh.
2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang
beragama Islam.

3. Orang kafir tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama

Islam. Demikian juga sebaliknya."*

12 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, h. 34-36
3 Ibid, h. 23
“ M. Ali Hasan, Hukum Warisan..., h. 31-32
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G. Ahli Waris dan Bagian Masing-Masing
Dalam sistem kewarisan patrilineal yang dianut oleh pengikut Imam
Syafi’i menggolongkan ahli waris menjadi tiga, yaitu gshabu/ furud, asabah dan
zawil arham.
1. Ahli Waris Ashabul Furud dan Bagian Masing-Masing.
Ahli waris gshabul furud yaitu ahli waris yang menerima bagian yang
telah ditent ukan berdasar kecilnya, %2, %4, 1/3,2/3 dan 1/6.
Adapun ahli waris ashabul furud antara lain:
a. Suami
Bagian suami ada dua macam, yaitu:
1) Memperoleh separoh harta peninggalan, jika isteri yang meninggal
tidak mempunyai anak atau cucu.
2) Memperoleh ': harta peninggalan bila isteri yang meninggal
mempunyai anak atau cucu. Ketentuan ini didasarkan pada firman

Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 12:
sa8, 227 ot 2795 °% et 0850 0% 028 ok oes o 5.0 0t
c)'rﬂhﬂjwdgd\fﬂ,:}g}&gHO!’rga-b_}fﬂjbunﬁ:rg"

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai ansk. jika isteri-isterimu itu mempunysi anak,
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya”’"’

' Departemcn Agama RL, #LQur'an dex Tefjemabaya, b 117
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b. Istri
Bagian istri ada dua macam:
1) Memperoleh % harta peninggalan, apabila suami yang meninggal
tidak mempunyai anak atau cucu.
2) Memperoleh 1/8 jika suami yang meninggal mempunyai anak atau
cucu. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-

Nisa’ ayat 12:

- 2, 2 - f’

G LA Sals 8, 250 b5 0 o, (K i Uy

Artinya: ”Para isteri memperolch seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidsk mempunyai anak. jika kamu

mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”*°

Bagian seperempat atau seperdelapan tersebut adalah baik
istri seorang diri atau lebih.
c. Ayah
Ayah berhak menerima bagian:
1) 1/6 jika yang meninggal mempunyai anak laki-lai atau cucu laki-laki.
2) 1/6 + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
3) Jika ayah bersama ibu, maka:

16 Ibid h. 118
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a) masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu atau secorang dua orangatau
lebih.
b) 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu
atau saudara dua orang atau lebih.
Ibu
Ibu berhak menerima bagian:
1) 1/3 jika tidak ada anak atau cucu (far’v waris) atau bersama dua orang
saudara atau lebih.
2) 1/6 jika ada far’u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
3) 1/3 X sisa, dalam masalah gharrawain, yakni apabila ahli waris tediri
dari: suami/ istri, ibu dan kakak.
Ketentuan ibu mendapat 1/3 atau 1/6 tersebut didasarkan pada

firman Allah surat An-Nisa’ ayat : 11

ui:;ibgi:a ulfulJ;SL.»:,i\iJ!L;;L.ng;)’gifi}ﬂ}

s 0 - 3

;ﬂai.nu)u oS o c..l:!\‘u)k; o 4,5, 45

Artinya: "Dan untuk dus orang ibu-bsps, bagi masing-masingnya
seperenam dari hart a yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orsng yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya
mendapal sepertiga;, jika yang meninggal itu memplmyel
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam” "’

7 I h. 116
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€. Anak perempuan
Bagian anak perempuan ada dua macam:
1) % harta peninggalan jika ia sendirian dan tidak bersama anak laki-laki
2) 2/3 harta peninggalan jika dua orang atau lebih dan tidak bersama
anak laki-laki.
Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah pada surat An-Nisa’
ayat : 11
Ll Gl 3y e by 037 0 o 548 8 B30 00 5
Artinya: ” Dan Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka
bagi mercka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo
harta”"®
f. Cucu perempuan garis laki-laki
Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima:
1) ' jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub
(terhalang).
2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak
mahjub.
3) 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan,
tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub.

8 bid, b \%6
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g. Saudara perempuan sekandung.
Saudara perempuan sekandung jika tidak mahjub berhak menerima:
1) % jika seorang diri, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung,
2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki
seandung,
3) Saudara perempuan seayah jika tidak mahjub, maka berhak menerima:
a) Y jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
b) 2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki
seayah.
c) 1/6 jika bersama scorang saudara perempuan kandung, sebagai
pelengkap 2/3.
h. Sudara laki-laki dan perempuan seibu
Saudara laki-laki dan perempuan seibu kedudukannya sama yaitu
apabila tidak mahjub, maka ,ereka berhak mendapat bagian:
1) 1/6 jika seorang diri.
2) 1/3 jika dua orang atau lebih.
3) Bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-

sama ahli waris suami dan ibu (musyarakah).
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i. Kakek sahih
Yang dimaksud dengan kakek safih adalah ayahnya ayah, ayah
dari ayahnya ayah dan seterusnya ke atas asal tidak diselingi wanita.
Kakek sahih jika tidak mahjub, maka berhak menerima bagian:
1) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
2) 1/6 + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa anak laki-
laki.
3) 1/3 atau muqgassamah bersama saudara sekandung atau seayah jika
tidak ada ahli waris lain.
j. Nenek sahihah
Yang dimaksud safihah (sejati) adalah ibunya ibu, ibunya ayah
dan seterusnya ke atas. Nenek gsafiihah apabila tidak mahjub berhak
menerima bagian:
1) 1/6 jika seorang diri
2) 1/6 dibagi rata, bila nenek lebih dari seorang dan sederajat
kedudukannya.
2. Ahli waris asabah
Ahli waris asabah adalah ahli waris yang menerima bagian sisa

setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris asabah.
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Sebagai penerima bagian sisa, ahli asabah terkadang menerima sedikit,
terkadang menerima bagian banyak (semua harta), dan terkadang tidak
menerima bagian sama sekali karena habis dibagi ahli waris ashabul furud.

Di dalam pembagian sisa harta waris, ahli waris yang terdekatlah
yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensinya ahli waris Ashabah yang
peringkat kekerabatannya berada di bawahnya tidak mendapatkan bagian.

Dasar pembagian ini adalah perintah Rasulullah SAW:

Arttinya: ” Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak,
kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama”."®

Adapun macam-macam ahli waris asabah ada tiga, yaitu:

a. Asabah bi Nafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri
berhak menerima bagian asabah. Mereka adalah:
1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki
3) Ayah
4) Kakek sahih
5) Saudara laki-laki sekandung
6) Sudara laki-laki seayah

7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

' Bukhori, Al-Sakif Bukhar; k. 166
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8) Anak laki-laki sudara laki-laki seayah
9) Paman sekandung
10) Paman scayah
11) Anak laki-laki paman sekandung
12) Anak laki-laki paman seayah
13) Mu'tiq dan Mu’tigah (laki-laki atau perempuan yang membebaskan

budak.

. Asabah bi al-gair, yaitu orang perempuan yang menjadi asabah beserta
orang laki-laki yang sederajat dengannya kalau orang lain itu tidak ada,
maka tidak menjadi asabal melainkan menjadi ashabul furadbiasa.

Ahli waris asabah bi al-gairtersebut adalah:

1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis

laki-laki.

3) Saudara perempuan sckandung bersama savdara laki-laki sekandung.
4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mercka bergabung menerima
bagian asabah, maka ahli waris laki-laki menerima dua kali bagian

perempuan. Dasamya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 11
dan 176:
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Artinya: " Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seo. rang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan’.

u’gy\ Jn:-‘}-n;-midm_, Yla-_) “a‘\y\{ d‘J

Artinya: ”Dan jika mercka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara
laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudam laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan”’

c. Asabah ma’ al-gair, yaitu : ahli waris perempuan yang mempunyai bagian
tertentu yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadi asabah, tetapi
ahli waris yang dibutuhkan itu tidak bersama-sama dengannya menjadi
asabah.

Ahli waris asabah ma’ al-gairitu adalah:

1) Saudara perempuan sckandung seorang atau lebih karena bersama
dengan anak perempuan scorang atau lebih, atau bersama cucu
perempuan garis laki-laki seorang atau lebih.

2) Saudara perempuan ayah scorang atau lebih bersama dengan anak
atau cucu perempuan seorang atau lebih.

3. Ahli waris zawil arham
Zawil atham menurut pengertian bahasa adalah setiap orang yang
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain sedangkan dalam

hukum waris Islam, zawi/ arham ialah ahli waris (karena ada hubungan nasab

20 Departemen Agama R1., ALQur’an den Terjerahnys, b. 116
! Ibid h. 153
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dengan pewaris) selain ashabul furud dan asabah. Oleh karena itu menurut
ketentuan al-Qur’an, mereka tidak berhak menerima warisan sepanjang ada
ahli waris ashabul furud dan asabah.

Ahli waris yang termasuk zawil arham adalah:
a. Anak laki-laki dari anak perempuan (banu al-banat)
b. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ( banu al-akhwat)
c. Anak-anak perempuan dari paman ( banu al-’am)
d. Paman seibu, yaitu saudara ayah yang seibu saja, (a/- "am akhu al-abli al-

‘um).

e. Anak laki-laki dari saudara lelaki seibu (banu al-ikhwan Ii al-um).
f. Saudara perempuan ayah (a/-ammaf)
g. Saudara perempuan ibu (a/-khalaf)
h. Saudara ibu (2/-akhwat)

Menurut imam Syafi’i, Imam Malik, sebagian besar Fugaha’ Ansor
dan sahabat Zaid bin Sabit ahli waris zawi/ arham tidak mewarisi.

Sedangkan menurut sahabat selain Zaid bin Sabit, Ulama irak, Kufah
dan Basrah, mercka bisa mewarisi hanya saja mereka berbeda pendapat
tentang cara pewarisan mercka. Dasar mercka adalah firman Allah dalam

surat Al-Anfal ayat : 75

> o @ @ - 2
i K Dy o8 g S e
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Artinya: ”Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya
lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di

dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala

sesuaty® 2

Ayat tersebut memberikan adalah (petunjuk) umum bahwa keluarga
dekatlah yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu apabila ahli waris
yang lebih dekat tidak ada, ahli waris yang jauh dapat menerimanya. Jadi,
meskipun tidak secara rinci ayat tersebut mengaturnya, hak-hak waris
mereka telah tercakup dalam pengertian al-arham dalam ayat di atas.

Mereka juga beralasan bahwa ahli waris zawil arlw_m dibanding kaum
muslimin pada umumnya, mempunyai hubungan lebih dekat, hubungan darah

dan hubungan ke-Islaman.?

H. Ahli Waris Zawil Arham dan Ahli Waris Pengganti

Dalam pemaparan ini akan dijelaskan lebih dahulu tentang zawi/ arham.

Kata zawil arham berasal dari bahasa Arab yaitu zawy (493) dan al arham

(¢~ N).Z" Arham adalah bentuk jamak dari rahimun, yang asalnya dalam bahasa

Arab berarti “tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu”.

2 Ibid, h. 274
2 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, h. 54-68
24 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, h. 79
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Kemudian dikembangkan menjadi “kerabat”, baik datangnya dari pihak ayah
ataupun dari pihak ibu.”

Semua istilah zawi/ arham itu mempunyai arti yang sangat luas sebagai
sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang oleh
adanya hubungan darah. Keluasan arti zawi/ arham. Tersebut diambil dari

pengertian /afaz arham yang terdapat dalam surat Al-Anfal: 75% yang berbunyi:

oA or s 0

o . I
Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu scbagiannya lebih

berhak terhadap sesamanya (daripsda yang bukan kerabat) di dalam
kitab Allsh. ¥

Secara umum, yakni mencakup seluruh keluarga ysng mempunyai
hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Baik mereka yang termasuk
ahli waris golongan ashabul furud golongan asabah maupun golongan yang
lain.?®

Adapun lafaz zawil arhém yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah
kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/ hak waris yang tertentu, baik
dalam Al-Qur’an ataupun Sunnahd an bukan pula termasuk daripada asabah.
Maksudnya, zawil arham adalah mereka yang bukan ashabul furiid dan bukan

pula assbah. Jadi, zawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali

% Muahammad Ali As Ssbuni, Pennbagian Waris Merarut Islam;, h. 144
28 Fathurrabman, [loe Waris, b. 351

2 Departemen Agama, Al-Qur'an dap Tegjemahnys, h. 274

2 Fathurrahman, /fmu Waris, b. 351
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kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara asfabu/
furugd dan tidak pula secara asabah.”

Orang-orang yang termasuk dalam kelompok zawi/ arham tersebut,
antara lain:

1. Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah

2. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah

3. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah

4. Anak perempuan saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah

5. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah

6. Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
7. Anak laki-laki saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke bawah

8. Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke bawah®

9. Bibi (saudara perempuan ayah atau ibu)

10. Paman (saudara laki-laki ibu).>!

Mengenai hak waris zawi/ arham para fugaha masih berselisih pendapat,
sebagian mereka menyatakan bahwa zawi/ arham sama sekali tidak dapat
menerima warisan dan sebagian lainnya menyatakan bahwa dalam keadaan
tertentu, yakni manakala tidak ada lagi golongan ashabul furiud, zawil arham

dapat mewarisi. 2

* Muhammad Ali As Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, h. 144
30 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris, h. 81
' Muhammad Ali As-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, h. 145
1 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris, h. 81
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Golongan pertama, berpendapat bahwa zawi/ arham tidak dapat mewarisi
sama sekali. Menurut mereka apabila tidak ada ashabu/ furud atau asabah, maka
harta peninggalannya diserahkan ke Baitul Mal. Golongan yang menyatakan hal
tersebut adalah Imam As Syafi’i dan Malik serta dari golongan sahabat adalah
Zaid bin Sabit Ibnu Abbas ra, Al-Auza’i dan Ibnu Hazm (salah scorang fugaha)
yang tidak mengakui adanya radd dan pusaka zawi/ arham,® Said bin Musayyab,
Sufyan al-Sauri.**

Dalam mempertahankan pendapatnya, para ulama yang menolak pusaka
zawil arhiam mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Prinsip dalam pembagian harta warisan adalah harus ada dasar dari nas yang
qat’i (Al-Qur'an dan Hadis) sedangkan besar kecilnya bagian pusaka zawi/
arham sama sekali tidak dijelaskan. Oleh karena itu, memberikan bagian
waris kepada mereka tanpa adanya nas berarti menambah ketentuan hukum
baru dan hal ini merupakan kebatilan

2. Apabila diserahkan kepada baitul mal, harta pusaka itu akan mendatangkan
manfaat yang banyak dan seluruh kaum muslimin berhak memilikinya ini
berbeda bila harta itu diberikan kepada zuw/ arham karena kemanfaatannya
kecil dan facdahnya hanya terbatas kepada mereka saja, sedangkan orang lain

tidaklah berhak.*

% Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, h. 98
3* Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris, h. 81
3% Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, h. 98
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Dan Allsh tidak akan lupa menjelaskan bagian zawil arham apabila
mereka mendapat bagian warisan. Sebagaimana firman Allah dalam surat
Maryam: 64

s - - ,0 P . »
WA S U A SR VR T P AR T B v B A PR i - A g

- =3

Artinya: dan tidaklah Kami (Jibril) turun, kecvali dengan perintah Tuhanmu.
kepunyaan-Nya-iah apa-aps yang ada di hadspan kits, apa-apa yang ada
di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidsklah
Tuhanmu lupa.®®

Pendapat lain yang membolehkan zawi/ arham mendapatkan warisan dari
kalangan antara lain: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali (Khulafaurrasidin), Ibnu
Abbas (dalam salah satu pendapatnya), Ibnu Mas’ud, Muaz bin Jabal. Dari
kalangan tabi’in antara lain: Syuraih al-Qadhi, Ibnu Sirin, Atha’ dan Mujahid.
Sedangkan dari kalangan Imam Ahmad bin Hambal, Abu Yusuf, Muhammad,
Ibnu Abi Laila, Ishak bin Rawaih dan fuqaha-fuqaha terkemudian dari pengikut
mazhab Syafi’iyah dan Malikiyan (alasan kedua mazhab ini, karena Baiful Mal
tidak lagi berfungsi scbagaimana mestinya).”’

Golongan ini berpendapat bahwa zawil arbam berhak mewarisi harta
peninggalan orang yang meninggal apabila tidak ada ahli waris ashabul furud dan
asabah. Mereka mengatakan bahwa zawil arham lebih berhak mewarisi daripada
yang lainnya karena kekerabatan dan mereka harus didahulukan daripada baitul

mal untuk kaum muslimin.

% Depag, Al-Qar’an dan Terjemahnya, h. 214
" M. Ali Hasan, Perbsadingan Mazhab Figib, b. 164
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Alasan yang dikemukakan oleh mercka dalam mempertahankan

pendapatnya adalah sebagai berikut:

o 22 0,

B s S e

Artinya: Sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan

kerabat) di dalam kitab Allah. (Al-Anfal: 75)
Adapun prinsip pembagian warisan kepada zawil arham ada tiga prinsip
yang kemudian menjadi nama golongan, yaitu:

1. Prinsip A/-Qarabah, yaitu menggunakan prinsip jauh dekatnya hubungan
kekerabatan. Mazhab yang menggunakan prinsip ini disebut mazhab Ahl Al-
Qarabah.

2. Prinsip A/-Tanzil, yaitu menempatkan ahli waris zswi/ arbam pada
kedudukan ahli waris yang menyebabkan merecka mempunyai hubungan
(muda bik) dengan si mati. Mazhabnya disebut mazhab A/ Al-Tanzil.

3. Prinsip A/-Rahim, yaitu memandang bahwa semua ahli waris zawil arham
adalah keluarga, masing-masing memiliki hak yang sama dalam mendapatkan
warisan. Mazhabnya adalah mazhab AA/ A/-Rahim.”

Sebenamya di dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah waris
pengganti melainkan menggunakan istilah mawali, yaitu ahli waris yang
menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan

diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang

8 Depag Ry, ALQur'an dan Terjemakaya, h. 274
% Dian Khairul Umam, Figib Mawaris, b. 69
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digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih
hidup tetapi dalam kasus dia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang
yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang
menggantikan ini dengan yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang
menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara atau
keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya
dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pew:aris.40

Di dalam hukum Islam yang dinamakan cucu perempuan yaitu anak
perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih
hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu
perempuan mendapat dua pertiga (2/3) bagian kalau ada anak laki-laki, cucu
perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.

Dengan demikian, ternyata dalam hukum tidak sistem penggantian
warisan (plaat vervulling), artinya cucu perempuan tadi tidak menganti ayahnya
yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si peninggal warisan (warisan).
Kalau disamping cucu perempuan tadiaggak perempuan dari si pewaris, maka
mereka bersama-sama mendapat dua pertiga (2/3) bagian dari harta warisan.*!

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang ahli waris

pengganti dalam Pasal 185 yang berbunyi:

40 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan..., h. 80
! M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, h. 127
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1. Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya
dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal

2. ]137213;ian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.?

Memang di dalam Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti merupakan
suatu terobosan dalam pelaksanaannya. Namun untuk penerapannya masih ada
perbedaan diantara para hakim, perbedaan pendapat tersebut terjadi karena
terdapat penafsiran-penafsiran akan batasan Pasal untuk dapat diterapkan oleh
para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan
yang di dalamnya terkait dengan masalah-masalah waris pengganti.

Ahli waris pengganti dalam hukum adat yang dianut oleh Hazairin
memang digunakan terutama dalam masyarakat Minangkabau adalah masyarakat
Indonesia yang menarik garis keturunan melalui ibu atau masyarakat yang
disebut matrilineal, menurut masyarakat Minang, cucu melalui anak perempuan
adalah cucu yang sangat dekat dengan eneknya dan masuk keluarganya akan

tetapi cucu melalui anak laki-laki seorang nenek adalah cucu yang agak jauh dan

disebut anak pisang.®’

“2 UU Peradilan Agama dan KHI, h. 141
* Sayuti Talib, Hukum Kewarisan Islam, h. 83
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Beralih kapada Al-Qur’an, Hazairin melihat An-Nisa’ ayat 33 memberi

sinar ke arah garis pokok pengganti dan lantas beliau manfaatkan, ayat itu

berbunyi:*
s o . 2 - ® ° ° PR U
W Of pal 056 (SIS e ) 0V CIUGH W3 G (I e ST,

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak
dan karib kerabst, Kami jadikan pewaris-pewarisnys. dan (jika ads)
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mercka, Maka
berilah kepada mereka bahagiannys. Sesungguhnya Allah menyaksikan
segalg sesuatu. (An-Nisa’: 33)*

Hazairin menterjemahkannya dengan “dan untuk setiap orang itu, Aku

Allah telah mengadakan mawalinya bagi harta peninggalan ayah dan ibu bagi

harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan

seperjanjian karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya. *° ahli waris
karena penggantian itu mengambil alih saham yang scharusnya menjadi hak dari
orang yang digantikannya. Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena
dirinya sendiri, ia selalu mengambil alih hak yang seharusnya menjadi saham dari
orang (ahli waris) yang menghubungkan dia dengan pewaris. Guna ahli waris
pengganti dalam hukum adat adalah untuk menentukan siapa-siapa saja berhak

mewarisi dalam satu kelompok utama.’

“ Al-Yasa’ Abu Bakar, Ahli Wans Sepertafioa Darab, b 53
“ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 122

“ Al-Yasa’ Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian ..., h. 54

7 Ibid, h. 52
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PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG
KEDUDUKAN ZA WIL ARHAM SEBAGAI AHLI WARIS
PENGGANTI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil
Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia. Dari segi
kewenangan perkara yang diadili adalah adalah jenis perkara perdata. Dengan
demikian Pengadilan Agama Bangil merupakan salah satu Peradilan Negara
Indonesia yang bersifat peradilan khusus, berwenang dalam jenis perkara perdata
tertentu.

Adapun batasan-batasan wilayah Pengadilan Agama Bangil, yaitu:

1. Sebelah Utara : Jalan raya

2. Sebelah Selatan : Tambak

3. Sebelah Timur : Tambak

4. Sebelah Barat : Tanah milik PEMDA

Dalam pembentukan Pengadilan Agama Bangil dulu keberadaan
Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama dengan Surat
Keputusan tanggal 4 September 1950 Nomor. 199/ A/ B-16 yang pada waktu itu

gedungnya kecil yang statusnya menyewa dan resmi telah ditutup.

43
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Kemudan terjadi perubahan mencabut kembali Surat Keputusan Menteri
Agama tanggal 1 Maret 1952 Nomor. 5 Tahun 1952, sejak itulah Pengadilan
Agama Bangil didirikan kembali.

Dahulu pada masa kemerdekaan bertitik tolak dari pemikiran adanya tiga
pilar penyangga hukum maka dapat dikemukakan bahwa aparat penegak hukum
telah dibenahi dan berbenah diri, peraturan-peraturan hukum yang jelas, satu
demi satu bermunculan dan kesadaran masyarakat terus dipacu dan harus diakui
pula bahwa ketiga pilar tersebut belum dikatakan mencapai titik optimal, namun
tidak lagi berjalan ditempat.

Pada masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 telah diberikan status yang
sederajat antara Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan yng lain, tetapi
Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Agama lain aplikasinya masih belum
sesuai dengan yang scidealnya. Lebih-lebih dengn keharusan pengukuhan
terhadap keputusan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1
Tahun 1974, jadi keadaannya masih belum berubah sejak awal kemerdekaan
yang lalu dengan demikian sejak berlakukan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
eksistensi Peradilan Agama belumlah sempurna, masih berupa Peradilan semu
(dalam hal ini Peradilan Agama belum mempunyai hak untuk mengeksekusi
perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai

perangkat juru sita).
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Setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 kedudukan Peradilan Agama
Bangil dengan Badan Peradilan lain sudah sederajat dan merupakan salah satu
kekuasaan kehakiman,

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bangil

Kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam
mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangan wilayah hukumnya.
Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara
formal, hanya perkara-perkara yang termasuk kedalam wilayah daerah
hukumnya.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif
masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan peradilan adalah factor
“wilayah hukum™. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 tahun 1989,
tempat kedudukan yang berbunyi:

(1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota
Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau
Kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Propinsi.?

Berarti, pada setiap Kotamadya atau Kabupaten berdiri sebuah
Pengadilan Agama Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap Pengadilan

Agama terbatas meliputi wilayah hukum daerah Kotamadya atau Kabupaten

yang bersangkutan schingga wilayah hukum setiap Pengadilan Agama

! Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 2002
? Amandemen UU Peradilan Agama
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identik dengan daerah hukum pemerintahan Kotamadya atau Kabupaten
tempat dia berkedudukan.

Dasar hukum untuk menentukan patokan kompetensi relatif setiap
Pengadilan Agama berpedoman kepada ketentuan Undang-undang Hukum
Acara Perdata.’ Pada Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah
diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.”™

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang
menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan
memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang
berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam
bahasa Latin disebut “acfor sequitur forum rei’. Namun pada beberapa
pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1), (2), ayat (3) dan
ayat (4), yaitu:

(1) Apabila Tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada
pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang
dari Tergugat.

(2) Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan
kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat.

(3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan
kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak.

? Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., h. 2002
4 Amandemen UU Peradilan Agama UU No. 3 Tahun 2006, h. 59
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(4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan
dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta
tersebut.’

Sekilas profil daerah Pengadilan Agama Bangil, sebenarnya daerah
Pasuruan terdiri dari 2 daerah tingkat II yaitu Daerah Tingkat I Kotamadya
Pasuruan dan Daerah Tingkat I Kabupaten Pasuruan.

Dalam dua Daerah Tingkat II tersebut terdapat dua Peradilan Agama
yaitu Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Agama Pasuruan, akan tetapi
pengaturan daerah yurisdiksinya bukan per daerah tingkat II, maksudnya
Kabupaten Pasuruan menjadi daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan,
tetapi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kotamadya Pasuruan dibagi
dia wilayah yurisdiksi, schingga Pengadilan Agama Bangil memperoleh
daerah yurisdiksi 11 wilayah kecamatan (seluruh berada dalam wilayah
Kabupaten Tingkat II Pasuruan) sedang selebihnya yaitu 13 wilayah dan
seluruhnya kecamatan di Kotamadya Pasuruan menjadi daerah yurisdiksi
Pengadilan Agama Pasuruan.

Kini wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil Kelas I B yang
berkedudukan di JI. Raya Raci 67153 Bangil Tlp. (0343) 741552. gedung
Pengadilan Agama Bangil ini berdiri dengan luas tanah 2.950 M2, luas

bangunan 17. 011 M?, dan luas gedung arsip 280 M2,

’ Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 104
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Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil terdiri dari 11
Kecamatan dan 165 Desa, sebagaimana terlampir.
. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Bangil
Kompetensi absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga
dari orang-orang yang beragama Islam.® Sejajar dengan lingkungan peradilan
yang lain, Peradilan Agama juga sebagai salah satu badan pelaksana
kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 10 UU
No. 14 tahun 1970, menetapkan empat jenis lingkungan peradilan dan
masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam
kedudukan sebagai badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.®
Sedangkan dalam lingkungan Peradilan Agama di undangkanlah UU No. 7
tahun 1989. Kemudian di amandemen oleh UU No. 3 tahun 2006 pada Pasal
48 yang berbunyi:
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang:
Perkawinan
Kewarisan
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat
Infaq

Sadaqah, dan
Ekonomi Syari’ah’

H RO A0 o

S Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, h. 94
7 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., h. 100

% Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata... ...., h. 105

® Amandemen UU Peradilan Agama UU No. 3 Tahun 2006, h. 26
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Dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1989, kedudukan Peradilan
Agama dengan badan peradilan lain sudah sederajat dan merupakan salah
satu kekuasaan kehakiman, mengingat Peradilan Agama sudah bisa
mengeksekusi putusan perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sendiri. Para pencari keadilan terutama para pengacara atau
advokat sudah mengetahui dengan jelas kompetensi absolute Pengadilan
Agama,

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada dasarnya tidak ada yang
berubah dengan keadaan Pengadilan Agama setelah terbentuknya UU
Peradilan Agama yang baru, karena di UU No. 3 Tahun 2006 ini tidak
merubabh isi pasal yang kurang lengkap atau kurang sesuai, diantaranya pada
Pasal 49 yang berisi kewenangan absolute Pengadilan Agama yang kini pada
UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menerima,
memeriksa dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
dan sadaqah, tetapi juga bertambah dengan adanya perkara zakat dan
ekonomi syariah. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama Bangil
juga bertambah yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara tentang
zakat dan ekonomi syariah.

Kewenangan peradilan Agama, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas
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“personalita” ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan
lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.'

Tujuan terhadap penentuan batas kewenangan tersebut atau
kompetensi setiap lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan
kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-
masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak
saling berebut kewenangan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai
dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Di samping
tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sckaligus
memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan,
lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus
sengketa yang sedang dihadapinya."'

Jangkauan kewenangan mengadili perkara warisan telah dicantumkan
dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 adalah salah satu bidang
hukum “tertentu” yang dimaksudkan ke dalam kewenangan mengadili
lingkungan Peradilan Agama, mengadili perkara warisan, hal tersebut masuk
pada asas personalita. kelslaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi
seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, hal ini terjadi
sengketa kewarisan bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan

mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke

10 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan... ... ... , h. 100
" Ibid, h. 102
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lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan

Peradilan Agama ditinjau dari subyek pihak yang berperkara, meliputi

seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.'?

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan
ditinjau dari sudut hukum waris Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan
Pasal 49 ayat (3) jo Penjelasan Umum angka 2 (dua) alenia keenam. Jadi
singkatnya dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pokok-pokok hukum
waris Islam yang akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam
di Pengadilan Agama terdiri dari:

a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli
waris, siapa yang berhak mewaris, siapa yang terhalang ahli waris, dan
penentuan hak dan kewajiban ahli waris.

b. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan
tirkah yang dapat di warisi dan penentuan besarnya harta warisan.

c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam
Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijtihad (pendapat Hazairin dan KHI)

d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.13

Dalam menentukan pilihan hukum, menurut Daud Ali, untuk pilihan
hukum dalam pembagian warisan adalah mempertimbangkan kemaslahatan

ahli waris. Jadi sebelum berperkara, hukum Islam membuka peluang bagi ahli

2 Ibid, h. 147
1 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata............ ,h. 110
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waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mufakat dalam menentukan
perolehan masing-masing berdasarkan keikhlasan, dan kekeluargaan. Oleh
karena itu, tentang pilihan hukum ini sudah tepat dan sesuai dengan martabat
Pengadilan Agama. Namun, karena hukum kewarisan Islam merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam, maka bagi umat Islam
mematuhi  ketentuan-ketentuannya adalah ibadah yang dijamin
pelaksanaannya oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Sekaligus merupakan
manifestasi keimanan dan bukti ketaqwaan seorang muslim kepada Tuhan
YME.

Oleh sebab itu, bagi scorang yang beragama Islam, dan hukum Islam
merupakan bagian mutlak dari agama Islam, maka ia harus memilih hukum
kewarisan Islam. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan dan persengketaan
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wasiat dan hibah, pihak-
pihak yang berperkara atau berkepentingan berhak atau dapat mengajukan
perkara kepada Pengadilan Agama sesuai dengan wewenangnya.'*

. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 33 Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, maka kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri

dari 4 kelas, yaitu kelas I A, kelas I B, kelas II A, kelas II B dengan demikian

Y Ibid, h. 111-112
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Pengadilan Bangil termasuk golongan tingkat I B bertempat di kecamatan
dan jumlah perkara yang pernah ditangani sudah termasuk dalam ketentuan

yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana terlampir.

B. Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Kedudukan Zawil Arham Sebagai
Ahli Waris Pengganti
Pengadilan Agama Bangil dalam menyelesaikan perkara waris yang
diajukan oleh Asmani dan Mugiono sebagai para penggugat melawan Tutik
Ismaniyah scbagai tergugat, majelis hakim Pengadilan Agama Bangil
memutuskan dengan melalui beberapa pertimbangan, diantaranya surat gugatan
yang diajukan oleh Asmani dan Mugiono serta jawaban dari Tutik Ismaniyah.'’
1. Tentang Duduk Perkara
Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Mei

2006 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil di bawah

nomor 378/Pdt.G/2006/PA.Bgl. Pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

a. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri bernama Kalil yang telah
meninggal dunia pada tanggal 7 April 1942 dan Karinten yang telah
meninggal dunia pada tanggal 27 April 2004.

b. Bahwa dalam perkawinan antara Kalil dengan Karinten telah melahirkan

2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama Asmani dan

'* Dikutip dari Putusan Pengadilan Agama Bangil
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Suminah. Suminah telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan
meninggalkan dua orang anak : Tutik Ismaniyah dan Mugiono.

. Bahwa dengan demikian ahli waris Karinten dan Kalil adalah satu orang
ahli waris yaitu Asmani (anak perempuan) dan 2 orang ahli waris zawi/
arham yaitu Tutik Ismaniyah (cucu perempuan) dan Mugiono (cucu laki-
laki) yang ditunjuk sebagai ahli waris pengganti.

. Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris dan dua ahli waris
pengganti, almarhum Kalil dan Karinten juga meninggalkan harta asal
berupa sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Desa Tambakan
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercatat dalam buku
C Desa Persil Nomor 81, Blok d.IV Kohir Nomor 1335 seluas kurang

lebih 43.090 m? dengan batas-batas:

1). Utara : Sungai Petiken

2). Timur : Nuril Azizah

3). Selatan : Basori/ Nuril Azizah
4). Barat : Kaiman

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

. Bahwa obyek sengketa telah dikuasai tergugat sejak tahun 1980 dan
tergugat sama sckali tidak memperhatikan hak-hak para penggugat
scbagai ahli waris dari Ibu Karinten, sehingga perbuatan tergugat

tersebut merugikan para penggugat baik moril maupun materiil.
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f. Bahwa obyek sengketa bila disewakan kepada orang lain dalam waktu 1
tahun berharga sebesar Rp. 15.000.000 schingga karena tergugat sudah
menguasai obyek sengketa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2006,
selama 26 tahun, maka kerugian materiil yang harus ditanggung oleh para
penggugat adalah sebesar Rp. 15.000.000,- x 26 = Rp. 390.000.000,-.

g. Bahwa para penggugat telah berulang kali berusaha melakukan
perundingan secara kekeluargaan dengan tergugat tetapi tergugat tidak
menanggapi dengan baik.

h. Bahwa karena adanya kekhawatiran tergugat melakukan pengalihan
obyek sengketa kepada orang lain, maka untuk mencegah usaha
pengalihan hak tersebut para penggugat berkepentingan untuk mohon
kepada Pengadilan Agama Bangil supaya obyek sengketa disita lebih
dahulu guna menjamin adanya gugatan ini.

i. Bahwa obyek sengketa merupakan harta asal dari almarhum Karinten,
karenanya cukup alasan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan
terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding atau kasasi.

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, para penggugat mohon
dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Bangil :

a. Memerintahkan kepada sita jaminan terlebih dahulu atas obyek sengketa.

b. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum

Karinten yang belum pernah dibagi waris.
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. Mohon untuk ditetapkan ahli waris almarhum Karinten beserta bagian

masing-masing menurut ketentuan hukum Islam, yaitu:
1). Asmani (anak perempuan) mendapat 2 bagian dari harta peninggalan

2). Tutik Ismaniyah (cucu perempuan secbagai ahli waris pengganti)

mendapat % dari Y2 bagian ibunya

3). Mugiono (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti) mendapat %

dari 'z bagian ibunya.

. Menghukum tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau
kuasa dari tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan
kosong dan tanpa beban dan bila perlu dengan bantuan alat negara guna
dibagi menurut ketentuan hukum Islam kepada segenap ahli waris dan
bila pembagian secara tidak bisa, maka dapat dilakukan dengan cara
menjual obyek sengketa di muka umum yang hasilnya dibagi secara adil
menurut bagian masing-masing.

. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih
dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Menyatakan sah dan berharga penyitaan lebih dulu apabila telah
diletakkan atas obyek sengketa tersebut.

. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
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Atau dalam peradilan yang jujur dan bersih, kami mohon kepada
ketua majelis hakim Pengadilan Agama Bangil untuk memberikan putusan
yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat
dan tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah
berhasil mendamaikan keduanya, dengan bentuk perdamaian sebagai berikut:

Bahwa tergugat bersedia memenuhi tuntutan para penggugat
sebagaimana tercatat dalam petifum surat gugatan penggugat, dengan syarat:
a. Penyerahan bagian para penggugat oleh tergugat harus dilakukan paling

lambat pada tanggal 30 Agustus 2006.

b. Tergugat harus mendapatkan bagian dari obyek sengketa yang sebelah
timur.

c. Para penggugat harus membuat pematang obyek sengketa antara bagian
tergugat dengan bagian para penggugat dalam waktu antara tanggal 1
sampai dengan 30 September 2006.'®

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara

persidangan perkara ini.

'® Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sarmin sebagai Ketua Majlis Hakim
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2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Kewajiban hakim dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara
adalah mendamaikan para pihak lebih dahulu karena itu adalah sejalan
dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar
menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya
diselesaikan dengan jalan perdamaian (is/ah). Dalam perkara ini hakim
berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara dan mengabulkan serta
menerima tuntunan dari para penggugat yang disetujui oleh tergugat adapun
isi tuntunan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyerahan bagian para penggugat oleh tergugat harus dilaksanakan
paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2006.

b. Tergugat harus mendapatkan bagian dari obyek sengketa yang sebelah
timur.

c. Para penggugat harus membuat pematang obyek sengketa antara tergugat
dengan bagian para penggugat dalam waktu antara tanggal 1 sampai
dengan 30 September 2006.

Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk

mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut.'’

'” Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sarmin sebagai Ketua Majlis Hakim
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3. Pertimbangan hakim beserta dalil-dalil dan pasal yang menjadi rujukan

Bahwa telah terjadi perdamaian antara para penggugat dengan suatu
perjanjian damai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh para penggugat
kepada tergugat.

Adapun isi dari pertimbangan hakim bahwa maksud dan tujuan
gugatan penggugat adalah sebagai mana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan
Agama Bangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut
dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya,
bahwa telah terjadi perdamaian dalam perkara ini, yang bentuk
perdamaiannya telah tercatat dalam uraian mengenai duduk perkaranya oleh
karena itu diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dna
melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Kaitannya dengan putusan damai pengadilan merujuk kepada pasal
130 HIR yang berbunyi:

(1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka
pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan
memperdamaikan mereka.

(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu
bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua
belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat, surat

mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
(3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.
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(4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak,
perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut
dituruti untuk itu.'®

Serta merujuk pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang

Kekuasaan Pengadilan.'’

'* R. Soesilo, RIB/ HIR, h. 88
' Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sarmin sebagai Ketua Majlis Hakim



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

BANGIL NO. 378/ Pdt.G/2006/PA. Bgl

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil
No.378/Pdt.G/2006/PA.Bgl

Ketika akan membicarakan masalah warisan, maka pastilah terlintas
dalam pikiran tentang tiga masalah pokok yang saling berkaitan antara masalah
yang satu dengan yang lainnya, dengan kata lain yang satu merupakan rangkaian
atau akibat dari yang lain.

Tiga masalah itu antara lain, yaitu: Perfama, adanya sescorang yang
meninggal dunia (pewaris), kedus, meninggalkan harta peninggalan (warisan)
dan ketiga, meninggalkan orang-orang yang mengurusi dan berhak atas harta
peninggalan tersebut (ahli waris).

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia mempunyai atau menjadi
pendukung hak-hak dan kewajiban yaitu berhak untuk hidup dalam masyarakat,
berhak untuk mempunyai hak milik, berhak untuk mempunyai tempat tinggal,
disamping itu juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Apakah kewajiban pada

masyarakat pada umumnya serta kewajiban terhadap keluarga sendiri.

61
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Bila seorang sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul
pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal itu dengan orang-orang yang di
tinggalkan nya dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi orang
yang meninggal atau yang masih hidup terutama dengan harta peninggalannya.

Dalam permasalah yang di bahas berkenaan dengan perkara ahli waris
pengganti serta bagian anak yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris di
Pengadilan Agama Bangil.

Di dalam surat gugatan tersebut pernah hidup sepasang suami istri
bernama Kalil dan Karinten telah melahirkan 2 orang anak perempuan yang
masing-masing bernama Asmani dan Sumiah. Sumiah telah meninggal dunia
pada tahun 2003 dan meninggalkan dua orang anak : Tutik Ismaniyah dan
Mugiono.

Dengan demikian ahli waris Kalil dan Karinten adalah seorang ahli waris
yaitu Asmani (anak perempuan) dan 2 orang ahli waris pengganti yaitu Tutik
Ismaniyah (cucu perempuan) dan Mugiono (cucu laki-laki).

Para penggugat yaitu Asmani (ahli waris) dan Mugiono (ahli waris
pengganti) memohon untuk ditetapkan ahli waris almarhum Karinten beserta
masing-masing menurut ketentuan hukum Islam yaitu:

1. Asmani (anak perempuan) mendapat Y% bagian dari harta peninggalan.
2. Mugiono (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti) mendapat % dari %2

bagian ibunya.



63

3. Tutik Ismaniyah (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti) mendapat -;—

dari % bagian ibunya.'

Dengan syarat damai tersebut tergugat bersedia menyerahkan bagian
tersebut kepada para penggugat. Hakim mengabulkan gugatan damai tersebut
untuk memudahkan pembagian bagj ahli waris pengganti.”

Seorang anak perempuan akan mendapatkan bagian 2 dengan dua syarat
apabila:

1. Tidak mewarisi bersama dengan saudaranya yang mendapatkan gsabah yaitu
anak laki-laki
2. Anak perempuan itu harus anak tunggal, ® hal ini berdasarkan firman Allah
surat An Nisa’: 11
Ll g 301 57 O
Artinya: “Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo
harta”. *

Akan tetapi dalam hal ini dari awal anak perempuan tersebut bersama-
sama dengan anak perempuan lainnya atau dua anak perempuan tetapi salah
satunya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan posisinya digantikan

oleh anaknya (ahli waris pengganti) dan masing-masing anak perempuan tersebut

! Dikutip dari Putusan Pengadilan Agama Bangil

? Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sarmin sebagai Ketua Majlis Hakim
3 Muhammad Ali Ashabuni, Hukum Waris dalam Islam, h. 60

* Depag RI, Al Qur 'an dan Terjemahnya, h. 116



mendapatkan bagian !2 bagian. Jika masing-masing mendapatkan 2 anak, maka
anak yang meninggal dianggap masih berhak atas harta waris tersebut dan
terhitung dua anak perempuan.

Dan dalam hukum Islam ditentukan bagian dua anak perempuan atau
lebih mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat tidak bersama dengan saudaranya
laki-laki yang menjadikan asabah. *

Firman Allah dalam surat An Nisa’: 11

a7 o gl o 03 2 05 0
Artinya: “Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi ternyata pewaris meninggalkan
secorang saudara perempuan kandung yang dalam hukum Islam masih berhak
mewarisi atas harta saudaranya yang telah meninggal tetapi dalam gugatan
keberadaannya tidak disinggung sama sekali akan haknya. Putusan damai yang
terjadi dalam putusan ini sangat merugikan pihak keluarga yang lain.’

Dari segi kedudukan penggantian menurut hukum Islam, cucu laki-laki
atau cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya yang
sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan di dalam hukum Islam

penggantian ini discbut mawali sedangkan cucu dari anak perempuan tidak

5 . Fathurrahman, Zim Waris, h. 162
DepagRl,AlQur an dan Terjemahnya, h. 116
7 Wawancara dengan pihak tergugat, Ibu Tutik Ismaniyah
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dijelaskan bahwa mereka sebagai mawali melainkan sebagai ahli waris zawil
arham.

Adapun syarat-syarat pusaka zawil arham ditetapkan dua syarat agar
mereka dapat menerima harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal
dunia:

1. Sudahtidak ada ashabul furud dan asabah sama sekali
2. Bersama dengan salah seorang suami atau istri.®
Usaha damai yang diperintahkan hakim telah terjadi dan ketentuan ini

sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat 9 yang berbunyi:
A B & B ity i b 0 weh D G e o O

o @ s o o - s 0 - o o -
Cou A O Sl JUN Ul 0l ol 0B o 8 B

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang Berlaku adil.”

Maka dalam ayat tersebut dianjurkan bahwa jika ada dua golongan yang
beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, dan perdamaian itu hendaklah

dilakukan dengan adil dan benar.

8 Fathur Rahman, llmx Waris, h. 357
® Depag R1, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 846
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Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi, hakim tidak memperhatikan
hak-hak ahli waris yang lain yang masih berhak atas harta waris. Dalam hukum
Islam suatu perdamaian boleh dilakukan dengan tidak terjadi suatu ketimpangan
terhadap hak-hak para ahli waris antara yang satu dengan yang lain, apabila
perdamaian itu memberikan hak kepada salah satu ahli waris dan ahli waris yang
lain diabaikan haknya, maka perdamaian itu tidak sah. Sesuai dengan hadis

riwayat:

s /’ r’r/ a’/‘\. ‘/ ‘a ‘D /’: ’: o ’/r‘\‘ - e or ‘oz/
J’qyrl.n)d,lpamgw&id}:n)d\’ :J6 &2 NS & L;b)f_;.u\f..jl.\,.ﬁ-s,lopj

-

-

{-] °/ ° or ° ‘/’ . groi o
(Wgr:\;bo\,,.o,m,,)bwag_,,bﬁgq.sw.\;\g O es AN

P

Artinya: Dari Abu Humaid Assa’idy r.a ia berkata: Rasulullah saw berabda:
“tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat kepunyaan saudaranya
dengan tanpa kerelaan hatinya”. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan
Hakim dalam Kitab sahihnya.'®

Maka jelaslah bahwa perdamaian seperti ini dianggap tidak sah karena
hakim mengabaikan ahli waris yang lain, yang scharusnya mendapatkan bagian

sesuai dengan hukum Islam.

1° Yoz Hajax Asqolani, Belugul Maram, b. 185
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Yang menjadi pertimbangan hukum bagi PA Bangil menetapkan sebagai ahli
waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu dari
pewaris adalah karena adanya suatu perjanjian damai antara Tergugat dan
Penggugat, akan tetapi perdamaian itu merugikan ahli waris yang lain yaitu:
saudara perempuan kandung pewaris yang seharusnya diperhatikan haknya
atas harta tersebut. Zawil arham bisa mewarisi apabila sudah tidak ada lagi
ashabul furid dan asabah dan zawil arham dapat mewarisi dengan salah
seorang suami atau istri dan di dalam pasal 185 KHI tidak dijelaskan secara
pasti siapa yang berhak menjadi ahli waris pengganti dan di dalam hukum
Islam ahli waris pengganti berlaku bagi keturunan dari anak laki-laki.

Yang menjadi pertimbangan hukum PA Bangil menetapkan bagian anak yang
telah meninggal lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian Y2
adalah untuk memudahkan penghitungan bagian bagi cucu dari anak

perempuan tetapi pembagian itu merugikan ashabul furid yang masih ada.
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Apabila anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu dihitung
pembagiannya maka di dalam hukum Islam dua anak perempuan atau lebih
tidak mendapatkan masing-masing /2 melainkan bersama-sama mendapatkan

%dari harta dan sisa dari harta tersebut scharusnya diberikan kepada ashabu/

furudyang lain yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Dalam hukum Islam penghitungan yang terjadi dalam putusan PA Bangil No.
378/Pdt.G/2006 tersebut sedikit banyak berbeda dengan hukum Islam. Setiap
Pengadilan Agama memutuskan suatu perkara berdasarkan aturan-aturan
hukum Islam akan tetapi yang terjadi adalah putusan damai dan damai
tersebut berbeda dengan aturan hukum Islam yang ada, putusan tersebut
tidak memperhatikan bagian-bagian atau hak-hak ahli waris yang berhak atas
harta waris. Perdamaian boleh dilakukan dengan syarat tidak merugikan

pihak-pihak yang lain.

B. Saran
1. Kepada semua pihak untuk selalu memperhatikan bagian ahli waris agar
tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian warisan sebagaimana diatur
dalam hukum Islam.
2. Kepada hakim dalam memutuskan perkara dengan memperhatikan hak-hak

ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
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